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P  U  T  U  S  A  N 

Nomor : 77/Pid.B/2015/PN.Tjs 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara-perkara pidana pada 

pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara 

Terdakwa :  

Nama Lengkap  : NOVAL MOKODOMPIT Bin PANJI (Alm). 

Tempat Lahir : Inobonto. 

Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 16 Nopember 1973. 

Jenis Kelamin : Laki-laki. 

Kebangsaan : Indonesia. 

Tempat Tinggal : Inobonto, Kec. Bolaangmongodo, Propinsi Sulawesi Utara. 

Agama : Islam.  

Pekerjaan : Swasta. 

Pendidikan : SMP Kelas II (Tidak Tamat). 

 

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan 

Surat Perintah/Penetapan Penahanan :  

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015. 

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan 

tanggal 20 Juli 2015. 

3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang 

pertama, sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015. 

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang kedua, 

sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015. 

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 

2015. 

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 21 September 2015 sampai 

dengan tanggal 20 Oktober 2015. 

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak 

tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015. 

 

Terdakwa di dalam persidangan secara tegas menyatakan bahwa dalam proses 

persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan 

menghadapinya sendiri; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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PENGADILAN NEGERI tersebut;  

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa; 

 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;  

 Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; 

 Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis 

Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

menjatuhkan putusan sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL MOKODOMPIT Bin PANJI (Alm) telah terbukti 

secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “Melakukan 

Penambangan Tanpa ada Ijin” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum; 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVAL MOKODOMPIT Bin PANJI (Alm), 

dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama 

Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda 

sebesar Rp. 1.000.000.000, subsider 3 (tiga) bulan kurungan. 

3. Menyatakan barang bukti berupa :  

− 1 (satu) batang linggis dengan panjang kurang lebih 80 cm. 

− 1 (satu) batang sandak dengan panjang kurang lebih 80 cm. 

− 4 (empat) buah karung yang berisi batuan dan tanah hasil galian. 

Dirampas untuk dimusnahkan. 

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima 

Ribu Rupiah). 

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada 

pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengaku 

bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selain itu Terdakwa 

merupakan tulang punggung keluarga; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 

September 2015, No. Reg. Perk : PDM-048/T.Selor/Euh.2/09/2015, Terdakwa telah didakwa 

dengan dakwaan sebagai berikut : 

 

DAKWAAN 

Bahwa ia terdakwa NOVAL MOKODOMPIT Bin PANJI (Alm) pada hari Kamis 

tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih 

dalam bulan Mei Tahun 2015 bertempat di Lokasi Tambang emas di Areal PT.BSMP Lokasi 

Kalambakas Desa Sekatak Buji,Kec.Sekatak, Kabupaten Bulungan atau setidak-tidaknya pada 

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Yang 

melakukan usaha penambangan tanpa IUP,IPR atau IUPK sebagiman dimaksud dalam pasal 37, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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pasal 40 ayat 3,pasal 48,pasal 67 ayat 1,pasal 74 ayat 1 atau ayat 5, yang dilakukan oleh 

terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : 

• Berawal pada saat terdakwa dihubungi oleh sdr.IJA (DPO) yang merupakan penduduk 

yang tinggal di Desa Sekatak mengajak terdakwa bekerja sama dalam melakukan 

penambangan Emas di daerah Sekatak (Kalambaks Besar),kemudian terdakwa  mau 

datang ke Desa Sekatak bersama teman terdakwa yang berjumlah 5 orang melalui 

Tarakan,lalu setelah terdakwa bersama-sama teman terdakwa tiba ditarakan  dijemput 

dengan Speed Boat menuju ke Sekatak ke Rumah Sdri.IJA (DPO) untuk beristirahat 

dan keesokan harinya terdakwa bersama teman-teman terdakwa berunding mengenai 

penambangan emas dengan Sdri.IJA (DPO) serta membahas mengenai tehnis pekerjaan 

di lapangan dan setelah hasil perundingan disepakati,terdakwa beserta teman-teman 

terdakwa dibawa ke tempat lokasi yang akan ditambang atau digali yakni areal 

kalimendong Desa Sekatak,kemudian sekitar 1 bulan lebih terdakwa bekerja tidak 

mendapatkan hasil,lalu Sdri.IJA (DPO) meminta terdakwa untuk mendatangkan rekan-

rekan terdakwa lagi,lalu terdakwa mendatangkan rekan-rekan terdakwa sebanyak 5 

orang lagi hingga berjumlah 10 orang atas nama Sdr.Rendi (DPO),Sdr.Rudin 

(DPO),Sdr.Edi (DPO),Sdr.Kifli (DPO),Sdr.Burhan Alias Alung (DPO),Sdr.Dedi 

(DPO),Sdr.Ramli Abdul Hamid (DPO) dan Sdr.Sahid (DPO),,lalu pada hari kamis 

tanggal 21 Mei 2015 sekira terdakwa berserta rekan-rekan terdakwa diminta oleh 

Sdri.IJA (DPO) untuk melakukan penambangan di areal Kalambakas besar,setelah 

terdakwa beserta rekan-rekan terdakwa tiba di lokasi tersebut yang diketahui oleh 

terdakwa merupakan areal perkebunan sawit,terdakwa tetap melakukan penambangan 

serta langsung melakukan penambangan yang dilakukan terdakwa dengan cara 

menggali tanah menggunakan 1 batang linggis panjang kurang lebih sekitar 80 cm dan 

disandak menggunakan sandak dengan panjang kurang lebih 80 cm dengan membentuk 

sebuah lubang  yang dilakukan terdakwa secara bergantian dengan rekan-rekan 

terdakwa yakni Sdr.Rendi,SdrRudin,SdrEdi,Sdr.Kifli,SdrBurhan Alias 

Alung,Sdr.Dedi,Sdr.Ramli Abdul Hamid dan Sdr.Sahid,jika dalam menggali terdakwa 

menemukan batu yang mengandung emas,lalu batu tersebut yang mengandung emas 

dibetel,lalu diangkat dan dimasukkan ke adalam karung,kemudian pada saat terdakwa 

mendapatkan batuan yang mengandung emas sekitar 4 karung,terdakwa mendengar 

informasi jika akan ada penyisiran oleh oleh petugas Kepolisian Resort Bulungan,lalu 

terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa menggunakan perahu kembali ke kampung 

akan tetapi pada saat dalam perjalanan kembali ke kampung terdakwa  dihadang oleh 

saksi Sahala dan saksi Asrianto yang keduanya merupakan petugas dari Kepolisian 

Resort Bulungan,kemudian saksi Sahala dan saksi Asrianto menyuruh terdakwa menepi 

ke darat dan disuruh berkumpul,lalu saksi Sahala dan saksi Asrianto meminta kepada 

terdakwa menunjukkan  apa saja yang dibawa dan berada didalam karung yang dibawa 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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oleh terdakwa,setelah saksi Sahala dan saksi Asrianto melihat barang bukti 4 karung 

yang berisi batuan dan tanah yang diduga mengandung emas,lalu membawa terdakwa 

beserta barang bukti ke kantor Polres Bulungan untuk proses lebih lanjut. 

• Bahwa setelah di proses lebih lanjut,Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan 

Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No. LAB-4180/KKF/2015 hari 

Kamis tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 2015 (dua ribu lima belas) berkesimpulan 

bahwa setelah dilakukan pemerikasaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan 

bahwa barang bukti dengan nomor : 0454/2015/KKF  adalah benar didapatkan 

kandungan emas (Au) sebesar 106 ppm (mg/kg). 

• Bahwa terdakwa dalam  melakukan penambangan batuan yang mengandung emas 

tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat atau ijin yang sah atau tidak mendapat ijin 

dari pihak yang berwenang. 

 

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara; 

 

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa 

menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa tidak 

mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan; 

 

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas, di 

dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-

masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

 

1. Saksi ASRIANTO P., SE. Bin PALATTUANG; 

− Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap 

Terdakwa; 

− Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 

Wita di lokasi tambang emas di Area PT. BSMP, Kalambakas, Desa Sekatak Buji, Kec. 

Sekatak, Kabupaten Bulungan karena melakukan penambangan emas ilegal; 

− Bahwa awalnya pihak Kepolisian Polres Bulungan mendapatkan informasi jika di 

Daerah Kalambakas, Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kabupaten Bulungan, tepatnya 

di Area PT. BSMP terdapat praktek penambangan ilegal, sehingga 1 (satu) tim dari 

Polres Bulungan yang beranggotakan sekitar 30 (tiga puluh) orang mendatangi lokasi 

yang dimaksud; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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− Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan dari Polres Bulungan sampai di 

lokasi penambangan ilegal tersebut saksi melihat ada banyak orang yang sedang 

melakukan penggalian tanah dan banyak pula pondok-pondok tempat tinggal para 

penambang serta lubang-lubang bekas galian; 

− Bahwa setelah mengetahui ada Polisi datang, lalu para penambang emas tersebut 

berlarian sehingga saksi dan rekan-rekan dari Polres Bulungan melakukan pengejaran 

serta penangkapan; 

− Bahwa saksi dan saksi SAHALA SIMAMORA akhirnya berhasil melakukan 

penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat saksi melakukan penangkapan 

tersebut saksi berhasil mengamankan 1 (satu) batang linggis, 1 (satu) batang sandak, 

dan 4 (empat) buah karung yang berisi batuan dan tanah hasil galian dari Terdakwa; 

− Bahwa selain berhasil mengamankan Terdakwa, saksi juga berhasil mengamankan 3 

(tiga) orang lagi; 

− Bahwa material yang dicari oleh Terdakwa dan para penambang yang lain adalah yang 

mengandung logam emas; 

− Bahwa setelah ditangkap oleh saksi, ternyata Terdakwa tidak mempunyai dokumen-

dokumen atau ijin untuk melakukan penambangan tersebut; 

− Bahwa dokumen atau ijin yang diperlukan untuk melakukan penambangan diantaranya 

adalah IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin 

Usaha Pertambangan Khusus); 

− Bahwa batuan dan tanah hasil galian dari Terdakwa tersebut rencananya akan dibawa ke 

tempat pengolahan atau pemrosesan di Sekatak; 

− Bahwa Terdakwa menggali tanah untuk mencari material logam emas tersebut dengan 

menggunakan linggis dan sandak; 

− Bahwa orang yang melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas tersebut 

jumlahnya mencapai ratusan orang; 

− Bahwa para penambang emas di Kalambakas tersebut mempunyai kelompok dan bos 

sendiri-sendiri; 

− Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, 

yaitu : 

• 1 (satu) batang linggis dengan panjang kurang lebih 80 cm dan 1 (satu) batang 

sandak dengan panjang kurang lebih 80 cm, yaitu alat-alat yang digunakan oleh 

Terdakwa untuk melakukan penggalian guna mencari emas; 

• 4 (empat) buah karung yang berisi batuan dan tanah hasil galian, yaitu batuan serta 

tanah hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa; 

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan 

membenarkannya; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Saksi SAHALA SIMAMORA Anak Dari LEO SIMAMORA; 

− Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap 

Terdakwa; 

− Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 

Wita di lokasi tambang emas di Area PT. BSMP, Kalambakas, Desa Sekatak Buji, Kec. 

Sekatak, Kabupaten Bulungan karena melakukan penambangan emas ilegal; 

− Bahwa awalnya pihak Kepolisian Polres Bulungan mendapatkan informasi jika di 

Daerah Kalambakas, Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kabupaten Bulungan, tepatnya 

di Area PT. BSMP terdapat praktek penambangan ilegal, sehingga 1 (satu) tim dari 

Polres Bulungan yang beranggotakan sekitar 30 (tiga puluh) orang mendatangi lokasi 

yang dimaksud; 

− Bahwa pada saat saksi bersama dengan rekan-rekan dari Polres Bulungan sampai di 

lokasi penambangan ilegal tersebut saksi melihat ada banyak orang yang sedang 

melakukan penggalian tanah dan banyak pula pondok-pondok tempat tinggal para 

penambang serta lubang-lubang bekas galian; 

− Bahwa setelah mengetahui ada Polisi datang, lalu para penambang emas tersebut 

berlarian sehingga saksi dan rekan-rekan dari Polres Bulungan melakukan pengejaran 

serta penangkapan; 

− Bahwa saksi dan saksi SAHALA SIMAMORA akhirnya berhasil melakukan 

penangkapan terhadap Terdakwa, dimana pada saat saksi melakukan penangkapan 

tersebut saksi berhasil mengamankan 1 (satu) batang linggis, 1 (satu) batang sandak, 

dan 4 (empat) buah karung yang berisi batuan dan tanah hasil galian dari Terdakwa; 

− Bahwa selain berhasil mengamankan Terdakwa, saksi juga berhasil mengamankan 3 

(tiga) orang lagi; 

− Bahwa material yang dicari oleh Terdakwa dan para penambang yang lain adalah yang 

mengandung logam emas; 

− Bahwa setelah ditangkap oleh saksi, ternyata Terdakwa tidak mempunyai dokumen-

dokumen atau ijin untuk melakukan penambangan tersebut; 

− Bahwa dokumen atau ijin yang diperlukan untuk melakukan penambangan diantaranya 

adalah IUP (Izin Usaha Penambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin 

Usaha Pertambangan Khusus); 

− Bahwa batuan dan tanah hasil galian dari Terdakwa tersebut rencananya akan dibawa ke 

tempat pengolahan atau pemrosesan di Sekatak; 

− Bahwa Terdakwa menggali tanah untuk mencari material logam emas tersebut dengan 

menggunakan linggis dan sandak; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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− Bahwa orang yang melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas tersebut 

jumlahnya mencapai ratusan orang; 

− Bahwa para penambang emas di Kalambakas tersebut mempunyai kelompok dan bos 

sendiri-sendiri; 

− Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, 

yaitu : 

• 1 (satu) batang linggis dengan panjang kurang lebih 80 cm dan 1 (satu) batang 

sandak dengan panjang kurang lebih 80 cm, yaitu alat-alat yang digunakan oleh 

Terdakwa untuk melakukan penggalian guna mencari emas; 

• 4 (empat) buah karung yang berisi batuan dan tanah hasil galian, yaitu batuan serta 

tanah hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa; 

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan 

membenarkannya; 

 

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum meminta ijin kepada Majelis 

Hakim untuk membacakan keterangan saksi MUHAMMAD TAHIR Bin LAHMAN, 

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian karena Penuntut Umum 

telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut terhadap saksi tersebut namun yang 

bersangkutan tidak dapat hadir di dalam persidangan karena tempat tinggalnya yang jauh; 

 

Menimbang, bahwa oleh karena saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut 

namun tidak dapat hadir dalam persidangan karena tempat tinggalnya yang jauh, maka sesuai 

dengan ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP keterangannya tersebut dapat dibacakan, oleh 

karenanya setelah Terdakwa menyatakan tidak keberatan apabila keterangan saksi 

MUHAMMAD TAHIR Bin LAHMAN dibacakan, maka selanjutnya Penuntut Umum 

membacakan keterangan saksi MUHAMMAD TAHIR Bin LAHMAN sebagaimana tercantum 

dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian; 

 

Menimbang, bahwa setelah keterangan saksi MUHAMMAD TAHIR Bin LAHMAN 

tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; 

 

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Penuntut Umum juga menghadirkan 1 

(satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, 

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

Ahli AMIR ARDASYIR Bin P. AMIR HAMZAH; 

− Bahwa ahli merupakan Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan 

dan Energi Kabupaten Bulungan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7
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− Bahwa tugas ahli sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan 

dan Energi Kabupaten Bulungan adalah membantu Kepala Dinas dalam merumuskan 

kebijakan teknis bidang pertambangan umum, melaksanakan pembinaan, pengawasan, 

pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan bidang pertambangan umum yang 

meliputi eksplorasi dan operasi produksi; 

− Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan 

kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang; 

− Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan penambangan adalah bagian kegiatan usaha 

pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya; 

− Bahwa kegiatan melakukan penggalian tanah dan mengambil material berupa batu serta 

tanah dengan tujuan untuk mendapatkan emas termasuk dalam kegiatan usaha 

pertambangan; 

− Bahwa emas termasuk dalam komoditas pertambangan sebagaimana yang dimaksud dalam 

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu 

termasuk dalam golongan mineral logam; 

− Bahwa apabila perseorangan akan melakukan kegiatan usaha pertambangan, maka orang 

tersebut harus mempunyai Ijin Pertambangan Rakyat (IPR); 

− Bahwa kegiatan pertambangan hanya dapat dilaksanakan dalam suatu wilayah yang 

ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR); 

− Bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah 

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 

− Bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) baru dapat dikeluarkan apabila di Kabupaten/Kota 

tersebut sudah ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang telah ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota; 

− Bahwa di Kabupaten Bulungan belum ada wilayah yang ditetapkan oleh Bupati sebagai 

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), sehingga Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Bulungan juga belum pernah mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 

bagi masyarakat atau siapapun; 

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan; 

 

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada 

pokoknya menerangkan sebagai berikut : 

− Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan pada persidangan ini karena telah 

melakukan penambangan emas tanpa izin di Kalambakas Besar, Desa Sekatak Buji, 

Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8
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− Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 

Wita di sungai daerah Kalambakas Besar, Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, 

Kabupaten Bulungan; 

− Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama IJAH dan kemudian 

mengajak Terdakwa untuk bekerja menambang emas di daerah Sekatak, Kabupaten 

Bulungan; 

− Bahwa Terdakwa kemudian datang ke daerah Sekatak, Kabupaten Bulungan bersama 

dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang melalui Tarakan, dimana 

setelah Terdakwa sampai di Tarakan semua akomodasi sampai ke Sekatak sudah disiapkan 

oleh IJAH; 

− Bahwa setelah sampai di Sekatak lalu Terdakwa tidur di rumah IJAH dan keesokan 

harinya Terdakwa bersama teman-teman langsung dibawa oleh IJAH ke lokasi 

penambangan emas, yaitu di Kalimendong, Desa Sekatak, Kabupaten Bulungan; 

− Bahwa setelah beberapa lama menggali di daerah Kalimendong, Desa Sekatak, Terdakwa 

tidak mendapatkan hasil apapun, sehingga Terdakwa diminta untuk mendatangkan lagi 5 

(lima) orang yang mau bekerja menambang emas, sehingga akhirnya Terdakwa bekerja 

menambang emas bersama dengan teman-teman Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) orang; 

− Bahwa oleh karena di daerah Kalimendong tidak mendapatkan hasil apapun maka pada 

sekitar bulan Mei 2015 IJAH meminta Terdakwa bersama teman-teman untuk melakukan 

penambangan di daerah Kalambakas Besar, Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, 

Kabupaten Bulungan; 

− Bahwa setelah sampai di lokasi penambangan emas di daerah Kalambakas Besar, 

Terdakwa bersama teman-temannya langsung melakukan penggalian tanah menggunakan 

linggis dan sandak dengan cara membuat sebuah lubang; 

− Bahwa tanah dan batu hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-

temannya kemudian dimasukkan ke dalam karung; 

− Bahwa setelah terkumpul tanah dan batu dalam beberapa karung, maka tanah dan batu 

tersebut akan dibawa ke Desa Sekatak untuk dilakukan pengolahan serta kemudian dijual 

kepada pengepul; 

− Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian, Terdakwa sudah berhasil 

mengumpulkan 4 (empat) buah karung; 

− Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 malam hari Terdakwa sudah mendapatkan 

informasi jika esok hari akan ada razia yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, sehingga 

pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 pagi hari Terdakwa meninggalkan lokasi 

penambangan emas dengan menyusuri sungai menggunakan perahu ketinting, namun saat 

dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh Polisi; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10 
 

− Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Bulungan untuk melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas, Desa Sekatak Buji, 

Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan; 

− Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, 

yaitu : 

• 1 (satu) batang linggis dengan panjang kurang lebih 80 cm dan 1 (satu) batang sandak 

dengan panjang kurang lebih 80 cm, yaitu alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa 

untuk melakukan penggalian guna mencari emas; 

• 4 (empat) buah karung yang berisi batuan dan tanah hasil galian, yaitu batuan serta 

tanah hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa;  

 

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Berkas Perkara atas nama Terdakwa yang 

dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor, terdapat pula bukti surat yang berupa : 

− Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4180/KKF/2015.- 

tertanggal 11 Juni 2015 yang pada bagian kesimpulannya menerangkan bahwa barang 

bukti nomor 0454/2015/KKF.- seperti tersebut dalam (I) benar didapatkan kandungan 

Emas (Au) sebesar 106 ppm (mg.kg); 

 

 Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti 

surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh 

fakta hukum sebagai berikut :  

− Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadirkan pada persidangan ini karena telah 

melakukan penambangan emas tanpa izin di Kalambakas Besar, Desa Sekatak Buji, 

Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan; 

− Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 

Wita di sungai daerah Kalambakas Besar, Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, 

Kabupaten Bulungan; 

− Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh orang yang bernama IJAH dan kemudian 

mengajak Terdakwa untuk bekerja menambang emas di daerah Sekatak, Kabupaten 

Bulungan; 

− Bahwa kemudian pada sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa bersama dengan teman-temannya 

yang berjumlah 10 (sepuluh) orang mencari emas di daerah Kalambakas Besar, Desa 

Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dengan cara menggali tanah 

menggunakan linggis dan sandak sehingga dibentuk menjadi sebuah lubang; 

− Bahwa tanah dan batu hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-

temannya kemudian dimasukkan ke dalam karung, dimana setelah tanah dan batu tersebut 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10
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terkumpul dalam beberapa karung, kemudian akan dibawa ke Desa Sekatak untuk 

dilakukan pengolahan serta kemudian dijual kepada pengepul; 

− Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi ternyata Terdakwa dan teman-temannya sudah 

berhasil mengumpulkan 4 (empat) buah karung berisi tanah dan batu hasil penggalian; 

− Bahwa Terdakwa melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas Besar, Desa 

Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan tanpa dilengkapi dengan Izin 

Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun Izin Usaha 

Pertambangan Khusus (IUPK); 

 

 Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 

berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan 

tindak pidana yang didakwakan kepadanya;  

  

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, 

maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya; 

 

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan 

menggunakan dakwaan alternatif, yaitu melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-

unsurnya adalah sebagai berikut : 

a. Setiap orang; 

b. Yang melakukan usaha penambangan; 

c. Tanpa IUP, IPR atau IUPK; 

 

 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan 

mempertimbangkannya sebagai berikut : 

a. Setiap orang; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah 

orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia; 

 Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat 

untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang 

tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam 

Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tersebut pada 

dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum 

pelaku tindak pidana dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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 Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 

NOVAL MOKODOMPIT Bin PANJI (Alm) sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa 

telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut 

Umum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Setiap orang“ ini telah terpenuhi; 

 

b. Yang melakukan usaha penambangan; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan 

untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 

pada sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang 

berjumlah 10 (sepuluh) orang mencari emas di daerah Kalambakas Besar, Desa Sekatak 

Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dengan cara menggali tanah 

menggunakan linggis dan sandak sehingga dibentuk menjadi sebuah lubang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 

tanah dan batu hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya 

kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu setelah tanah dan batu tersebut terkumpul 

dalam beberapa karung, selanjutnya akan dibawa ke Desa Sekatak untuk dilakukan 

pengolahan serta kemudian dijual kepada pengepul, dimana pada saat ditangkap oleh 

Polisi ternyata Terdakwa dan teman-temannya sudah berhasil mengumpulkan 4 (empat) 

buah karung berisi tanah dan batu hasil penggalian; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh 

karena Terdakwa telah mencari emas dengan cara menggali tanah menggunakan linggis 

dan sandak sehingga dibentuk menjadi sebuah lubang, dimana tanah serta batu hasil 

penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut kemudian dimasukkan ke dalam 

karung dan selanjutnya akan dibawa ke Desa Sekatak untuk dilakukan pengolahan serta 

kemudian dijual kepada pengepul, maka kegiatan penggalian yang telah dilakukan oleh 

Terdakwa tersebut telah termasuk dalam kategori perbuatan melakukan usaha 

penambangan, sehingga unsur “yang melakukan usaha penambangan” telah 

terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; 

 

c. Tanpa IUP, IPR atau IUPK; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan 

usaha pertambangan; 
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Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk 

melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas 

wilayah dan investasi terbatas; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk 

melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 

pada sekitar bulan Mei 2015 Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang 

berjumlah 10 (sepuluh) orang mencari emas di daerah Kalambakas Besar, Desa Sekatak 

Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan dengan cara menggali tanah 

menggunakan linggis dan sandak sehingga dibentuk menjadi sebuah lubang; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 

tanah dan batu hasil penggalian yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya 

kemudian dimasukkan ke dalam karung, lalu setelah tanah dan batu tersebut terkumpul 

dalam beberapa karung, selanjutnya akan dibawa ke Desa Sekatak untuk dilakukan 

pengolahan serta kemudian dijual kepada pengepul, dimana pada saat ditangkap oleh 

Polisi ternyata Terdakwa dan teman-temannya sudah berhasil mengumpulkan 4 (empat) 

buah karung berisi tanah dan batu hasil penggalian; 

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian 

unsur kedua, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori 

perbuatan melakukan usaha penambangan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, 

Terdakwa melakukan penambangan emas di daerah Kalambakas Besar, Desa Sekatak 

Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin 

Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR) ataupun Izin 

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dengan demikian unsur “tanpa IUP, IPR atau 

IUPK” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, 

perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana 

Dakwaan Penuntut Umum; 

 

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur 

dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
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Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis 

Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan 

kepadanya; 

 

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai 

pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih 

dahulu tentang Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa; 

 

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang dilakukan secara lisan, Terdakwa pada 

pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa 

bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa 

merupakan tulang punggung keluarga; 

 

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya 

hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis 

Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara 

tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 

yang meringankan; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis 

Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap 

diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis 

Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab; 

 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak 

pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan 

kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha 

penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK” sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut 

Umum; 

 

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh 

karena dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan 

pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah 

yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa; 
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Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa 

sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka 

pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan; 

 

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah 

dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka 

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai 

berikut : 

Hal-hal yang memberatkan 

− Perbuatan Terdakwa berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi Negara; 

− Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerusakan pada lingkungan; 

Hal-hal yang meringankan 

− Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; 

− Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan; 

− Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; 

 

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah 

dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan 

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena 

Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, 

maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan 

“dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 

pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling 

berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika 

menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara 

atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”; 

 

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHP, dinyatakan 

“barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja 

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”; 
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Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dilakukan 

penyitaan, telah diakui keberadaan juga kepemilikannya, serta sudah tidak diperlukan lagi 

sebagai barang bukti, maka terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) batang linggis dengan 

panjang kurang lebih 80 cm, 1 (satu) batang sandak dengan panjang kurang lebih 80 cm dan 4 

(empat) buah karung yang berisi batuan dan tanah hasil galian, oleh karena barang bukti 

tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana 

dalam bidang pertambangan, maka perlu ditetapkan agar bukti tersebut dinyatakan dirampas 

untuk dimusnahkan; 

 

     Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya 

tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan 

Pasal 222 KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya 

akan ditentukan dalam amar putusan ini;  

 

Mengingat, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009, 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan 

perkara ini;  

 

M E N G A D I L I  

 

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL MOKODOMPIT Bin PANJI (Alm) telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha 

penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”; 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 

(satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 

sebagai pengganti pidana denda selama 2 (dua) bulan; 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya 

dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. 

5. Memerintahkan barang bukti yang berupa : 

− 1 (satu) batang linggis dengan panjang kurang lebih 80 cm; 

− 1 (satu) batang sandak dengan panjang kurang lebih 80 cm; 

− 4 (empat) buah karung yang berisi batuan dan tanah hasil galian; 

Dirampas untuk dimusnahkan. 

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah). 
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Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 17 NOVEMBER 2015 dalam Rapat 

Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor oleh kami ACHMAD 

UKAYAT, SH., MH., selaku Hakim Ketua, SANDI M. ALAYUBI, SH., MH dan TONY 

YOGA SAKSANA, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan 

pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL AZIS, SH., Panitera Pengganti dan 

dihadiri oleh DWI KURNIANTO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor 

serta Terdakwa; 

 

 

                Hakim  Anggota,                                                  Hakim Ketua, 

  

 

1.     (SANDI M. ALAYUBI, SH., MH)                         (ACHMAD UKAYAT, SH., MH) 

  

 

 

2.        (TONY YOGA SAKSANA, SH) 

  

Panitera Pengganti, 

 

 

(ABDUL AZIS, SH) 
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